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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dimaksud dengan Sistem 

Perencanaan Pembangun Nasional terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa 

sebagai berikut: 

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk mengahasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 

jangka menegah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 

masyarakat ditingkat pusat dan daerah.” 

Sedangkan Pembangunan Nasional terdapat dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan 

bahwa sebagai berikut: 

“Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa 

dalam rangka mencapai tujuan bernegara.” 

Pada zaman modern ini dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan 

bebas telah banyak mempengaruhi perubahan yang sangat besar terhadap bidang hukum 

tersebut. Bahkan negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan 

perdagangan bebas ini juga baik negara maju maupun negara berkembang bahkan negara 

yang terbelakang harus bisa membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. 

Dalam implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum ini tidak dapat dihindari juga karena 

globalisasi hukum itu mengikuti globalisasi ekonominya tersebut. Tepatlah juga 

pandangan menurut Lawrence M. Friedman yang mana menyatakan bahwa hukum itu 

tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum itu bersifat terbuka setiap waktu terhadap 
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pengaruh luar. Pada masa kini pun isu mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu 

merupakan isu yang masih hangat dan begitu banyak dibicarakan karena berkaitan dengan 

perdagangan internasional dan bahkan pertumbuhan ekonomi disuatu negara dalam 

konteks hubungan antar negara itu menjadi salah satu isu bilateral.1 

Pembangunan ekonomi di Indonesia ini juga tidak terlepas dari kemajuan dunia 

industri dan perdagangan. Dalam perkembangan ekonominya ini juga harus diimbangi 

dengan adanya perangkat hukum yang perlu dikembangkan dan ditegakkan guna untuk 

mengimbangi kebutuhan serta kemajuan masyarakat. Oleh karena itu juga dalam hal era 

globalisasi perdagangan dan pembangunan hukum di Indonesia diharapkan mampu untuk 

mengantisipasi kemajuan di setiap sektor kehidupan masyarakat.2 

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan basis industri modern. Dikatakan sebagai 

basis industri modern karena Hak Kekayaan Intelektual ini menjadi dasar pertumbuhan 

industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas 

tinggi dan standar mutu. 

Pembangunan sistem hukum perlindungan hak desain industri tidak dapat terlepas 

dari pembangunan itu sendiri, karena mengingat bahwa hak desain industri ini termasuk 

salah satu bidang yang dilindungi melalui sistem HKI. Pada dasarnya juga pembangunan 

sistem hukum HKI (desain Industri) mengandung makna ganda. Pertama, dapat dimaknai 

sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif agar sesuai dengan kebutuhan 

hukum masyarakat dan kepentingan nasional. Kedua, dimaknai sebagai suatu usaha untuk 

memfungsionalisasikan hukum HKI (desain industri) dalam mendukung proses 

pembangunan melalui keikutsertaan hukum dalam 

                                                   
1 Diakes Melalui: 

<https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hak_kekayaan_industri.pdf>.     

Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 16:00 WIB. 
2 Diakses Melalui: <http://eprints.ums.ac.id/13427/2/BAB_I.pdf>. Pada Tanggal 25 Januari 2021,    

Pukul 20:00 WIB. 

https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hak_kekayaan_industri.pdf
http://eprints.ums.ac.id/13427/2/BAB_I.pdf
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mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang dikehendaki Undang-undang HKI 

(termasuk Undang-undang Desain Industri). Dengan demikian juga dalam pembangunan 

sistem hukum perlindungan Hak Desain Industri sangat erat kaitannya dengan 

pembaharuan hukum positif dan fungsionalisasi hukum Hak Desain Industri untuk 

mendorong pembangunan dan perubahan sosial yang sesuai dengan tujuan Undang-undang 

Desain Industri.3 

Dalam hal ini juga diwujudkan dalam teori hukum pembangunan dari Mochtar 

Kusumaatmadja yang mana menyatakan bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang 

sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, tentunya sesuai pula 

dengan atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.4 

Pembangunan hukum itu pada dasarnya sama dengan pembangunan komponen- 

komponen sistem hukum. Pernyataan ini juga mengacu pada tujuan utama dari hukum itu 

sendiri adalah mewujudkan ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan juga fakta 

dan kebutuhan obyektif bagi setiap masyarakat.5 Dengan demikian, tujuan dalam 

pembangunan hukum perlindungan hak Desain Industri ini adalah kepastian, keteraturan 

dan keadilan dalam sistem hukumnya. 

Pandang menurut Mochtar Kusumaatmadja tersebut yang mengenai fungsi dan 

peranan hukum dalam pembangunan nasional itu kemudian dikenal juga sebagai Teori 

Hukum Pembangunan. 

Indonesia juga sebagai Negara yang berkembang perlu memajukan sektor industri 

dengan meningkatkan kemampuan daya saingnya. Salah satu daya saing tersebut adalah 

                                                   
3 Diakses Melalui: 

<https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_desain_industri_fix.pdf> Pada Tanggal 25 

Januari 2021, Pukul 22:30 WIB. 
4 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Pusat Studi Wawasan Nusantara, 

Bandung, 2002, hlm. 10. 
5 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, 

Bandung, hlm. 2-3. 

https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_desain_industri_fix.pdf
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dengan memanfaatkan peranan desain industri serta keanekaragaman budaya yang 

dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan 

memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat 

pembangunan industri nasional.6 Sudah lima tahun lebih Indonesia memiliki perangkat 

hukum (Undang-undang) yang cukup lengkap di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual 

(HaKI), namun pada sejauh ini juga pemanfaatnya masih terbatas.7 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologipun telah membuat manusia menjadi 

lebih inovatif dan kreatif seperti contohnya dalam bidang seni sastra, desain, serta teknologi 

dan sebagainya. Pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki ini dapat menjadi acuan dalam 

menghasilkan kreatifitas. 

Bahkan selain Indonesia merupakan Negara yang berkembang, Indonesia pun 

merupakan Negara Hukum yang mana pada dasarnya gagasan negara hukum itu 

dikemukakan oleh Plato dengan konsep nomoi. Dalam hal ini konsep nomoi menurut Plato 

mengemukakan bahawa penyelenggaran negara yang baik adalah yang didasarkan pada 

pengaturan (hukum) yang baik. Terdapat dua konsep yang muncul yaitu konsep rechtstaat 

dari Freidrich Julius Stahl yang dipahami oleh Immanuel Kant dan Konsep rule of law dari 

A.V. Dicey. Kedua konsep tersebut lahir dari sistem hukum yang berbeda yang mana 

konsep rechtstaat dari sistem Eropa Kontinental, sedangkan konsep rule of law dari sistem 

hukum Anglo Saxon. 

Bahkan dalam konsep rechtstaat itu yang digagas oleh Stahl, bahwa negara hukum 

itu setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (grondrechten); 

                                                   
6 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2007, hlm. 291 
7 Haris, Sally, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Selak- beluknya, 

Erlangga, Jakarta, 2008, hlm.86. 
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2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan (Scheiding van machten); 

3) Pemerintahan harus didasarkan pada peraturan-peraturan hukum (wet matigheid van 

het bestuur); 

4) Adanya peradilan administrasi (administratief rechtspraak). 

Ciri-ciri dari rechststaat itu menunjukkan bahwa ide sentral rechtstaat adalah 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpuatas prinsip 

kebebasan dan persamaan. Sedangkan konsep rule of law yang digagas oleh A.V.Dicey 

bahwa halnya negara hukum itu setidaknya terdiri dari tiga unsur yaitu supremasi 

hukum (supreme of law), persamaan dihadapan hukum (equality before the law); 

konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau dengan adanya jaminan 

pengakuan dan perlindungan akan hak-hak perorangan (the constitution based on 

individual rights).8 

Pada dasarnya juga manusia memiliki begitu banyak kreatifitas untuk 

menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik, 

misalnya desain kaca helm yang biasanya dipakai di helm dan dimana kaca helm 

tersebut digunakan seseorangan untuk melindungi wajahnya dalam berkendara roda 

dua yang tentunya pasti ada orang yang menciptakannya agar kaca helm pelindung 

wajah tersebut lebih pantas dan aman untuk dipakai seseorang. Dalam membuat atau 

mendesain sebuah kaca helm untuk pelindung wajah tersebut bukanlah suatu hal 

pekerjaan yang mudah dilakukan karena membutuhkan kreatifitas dan keahlian 

seseorangan dalam mendesainnya. 

Dalam proses membuat sebuah desain sampai dengan menjadi sebuah hasil 

karya terkadang membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan 

                                                   
8 Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, Fokusmedia,Jl. Melati Mekar, Cetakan 

pertama, 2018, Hlm. 84-86 



6 
 

 
 

pertimbangan-pertimbangan yang matang agar dapat sesuai dengan imajinasi atau 

pemikirannya dan aman untuk dipakai. 

Dengan proses yang memakan waktu ini, tidak sedikit orang juga yang kurang 

menghargai sebuah ide desain terutama pada desain kaca helm pelindung wajah ini 

memang produksinya terlihat mudah tapi tidak seperti apa yang dilihatnya. 

Hak atas kekayaan intelektual, khusunya Rahasia Dagang, Desain Industri, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek dan Hak Cipta, seperti diketahui juga 

merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi.9 

Perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah 

menjadi perhatian utama banyak negara di dunia, terutama di Indonesia. Banyak negara 

di dunia ini mulai menyadari akan peran penting pengembangan industri kreatif 

berbasis HKI karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut:10 

a. Industri kreatif tidak bergantung pada sumber daya alam; 

 

b. Industri kreatif bersifat terbarukan; 

 

c. Industri kreatif dapat menjadi sumber devisa utama; 

 

d. Industri kreatif dapat member nilai tambah terhadap produk barang dan jasa; 

 

e. Industri kreatif tergolong industri yang bersih karena tidak mengotori lingkungan; 

 

f. Industri kreatif dapat mengangkat citra dan harga diri bangsa; 

 

g. Industri kreatif mampu menyerap banyak tenaga kerja; 

 

h. Industri kreatif dapat mendorong semangat kreativitas anak bangsa; 

 

i. Industri kreatif dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral bangsa. 
 

Bahkan Indonesia pun telah turut serta dalam perjanjian internasional yang 

                                                   
9 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 

Cetakan Ke Tujuh, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm.331. 
10 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 

2010, Hlm.13. 
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berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Hak atas  kekayaan intelektual ini 

adalah hak hukum yang bersifat ekslusif (khusus) yang dimiliki oleh para 

pencipta/penemu/pendesain sebagai hasil aktivitas intelektual tersebut dapat berupa 

juga hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan 

(invensi) di bidang teknologi. 

Melalui hak ekslusif tersebut, pendesain atau pemegang hak desain industri 

dapat mempertahankan haknya kepada siapapun juga yang mana berupaya untuk 

menyalahgunakan dan pendesainpun mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk 

menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadinya atau bahkan perusahaannya 

asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Salah satu fungsi yang 

diberikannya hak ekslusif tersebut adalah untuk membina dan menyegarkan sistem 

perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat, sehingga kepentingan 

masyarakat luas dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang 

tidak beritikad baik. 

Terbukti juga dengan maraknya pelaku pembajakan, peniruan, pengklaiman 

desain dipasar-pasar atau bahkan dimana-dimana. Maka dari itu, keberhasilan dari 

suatu kreatifitas yang dihasilkan perlu mendapatkan perlindungan dan penghargaan 

terhadap karya dari seseorang guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran 

yang terjadi. Oleh karena itu juga perlindungan desain industri diberlakukan untuk 

memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap segala bentuk 

penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri. Perlindungan yang 

diberikan itu dimaksud untuk mencegah pemalsuan, penjiplakan serta merangsang 

aktifitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain yang baru. 

Untuk melindungi desain industri dari peniruan atau persaingan yang curang 

tersebut maka desain industri itu harus di daftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Atas 
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Kekayaan Intelektual. Yang dimana hak atas desain industri tercipta karena adanya 

pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena adanya 

pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. 

Oleh karena itu dengan adanya permohonan maka akan terjadinya pendaftaran, Pasal 

10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 menetukan bahwa hak Desain Industri 

diberikan atas dasar adanya permohonan. Maka dengan demikian juga, sistem 

perlindungan hak desain industri di Indonesia menganut sistem konstitutif yang mana 

yaitu untuk memperoleh perlindungan hak Desain Industri, seseorang harus 

mendaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal HKI.11 

Dengan demikian azas yang dianut dalam sistem Desain Industri tersebut adalah 

asas first to file, yang dimana pihak yang pertama kali mendaftarkan dianggap sebagai 

pemegang hak Desain Industri atau yang telah jelas juga disebutkan dalam Pasal 12 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan 

bahwa sebagai berikut : 

“Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang 

Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.” 

Kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual dimulai sejak 

abad     ke-20, yang dimana merupakan fenomena menarik baik ditingkat global maupun 

lokal. Tonggak sejarahnya pun dimulai ketika pengaturan Kekayaan Intelektual antara 

negara adalah dengan dibentuknya Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik 

Perindustrian pada tahun 1883 (The Paris Convention for Protection of Industrial 

Property 1883) yang mengenai desain industri, paten, dan merek.12 

                                                   
11 Insan Budi Maulana, A-B-C Desaian Industri Teori dan Praktek Di Indonesia, Cetakan Pertama, PT.Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.15. 
12 Diakses Melalui: 

<https://repository.unsri.ac.id/16507/3/RAMA_74201_02011181520043_0070027001_0003115 

706_01_front_ref.pdf.> Pada tanggal 18 Oktober 2020. Pukul 2:40 WIB. 

https://repository.unsri.ac.id/16507/3/RAMA_74201_02011181520043_0070027001_0003115706_01_front_ref.pdf
https://repository.unsri.ac.id/16507/3/RAMA_74201_02011181520043_0070027001_0003115706_01_front_ref.pdf
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Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini terutama Hak Desain Industri 

diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, untuk 

melaksanakan Undang-undang Desain Industri tersebut, pada tahun 2005 disahkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.. 

Secara subtansif juga Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri terdiri dari 57 Pasal. Terdapat juga Pasal yang mengatur beberapa hal penting 

berkaitan dengan pengertian pendesain, persyaratan perlindungan desain industri, 

subyek desain industri, ruang lingkup hak, permohonan dan pendaftaran, pembatalan 

dan penyelesaian sengketa Desain Industri tersebut. Selain itu juga terdapat salah satu 

perjanjian yang harus dipatuhi yaitu perjanjian TRIPs (Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights) mengatur mengenai aspek HKI yang berkaitan 

dengan sistem perdagangan internasional. Standar lingkup dan penggunaan HKI yang 

diatur dalam perjanjian TRIPs ini salah satunya adalah sistem perlindungan Desain 

Industri (Industrial Design). 

HaKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir 

karena kemampuan intelektual manusia.13 Kekayaan Intelektual itu merupakan 

terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights (IPR) jika diproses melalui prosedur 

dan ketentuannya yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan 

Intelektual adalah sebuah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan 

intelektual yang dihasilkan.14 

Menurut Jill McKeogh dan Andrew Stewart yang dimana definisi Kekayaan 

Intelektual yang bersifat umum merupakan sebagai sekumpulan hak yang diberikan 

                                                   
13 Yulia, Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual, Unimal Press, Sulawesi, 2015, hlm.2. 
14 Mujiyono, Feriyanto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Sentra KI Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2017, hlm.1. 
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oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif. 

Menurut Abdul Kadir Muhammad, konsep dari Kekayaan Intelektual tersebut 

meliputi sebagai berikut: 

a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, yang bersifat 

tetap; 

b. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara.15 

World Intellectual Property Organization (WIPO) merupakan sebuah lembaga 

internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah 

Kekayaan Intelektual yang mendefinisikan sebagai “Kreasi yang dihasilkan lewat 

pikiran manusia yang meliputi juga karya sastra dan seni, invensi, nama, citra, symbol, 

dan desain yang digunakan di dalam perdagangan”. Definisi dari WIPO ini merupakan 

contoh yang paling nyata bahwa hal nya Kekayaan Intelektual itu memang tidak dapat 

dipisahkan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupinya.16 

Berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

menyebutkan: “Menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, 

tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik” Sedangkan 

dalam Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan 

bahwa “Tiap-tiap  kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh.” 

Maka dari penjelasan kedua Pasal tersebut membuktikan bahwa Kekayaan 

Intelektual itu merupakan barang yang tak berwujud dan barang tersebut dikuasai 

oleh suatu hak milik itu. 

Dimana berdasarkan subtansinya tersebut bahwa Kekayaan Intelektual itu 

                                                   
15 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2001, hlm.1. 
16 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer, Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.1. 
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berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual 

yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Meskipun subtansinya sudah jelas, 

mencari sebuah definisi yang tepat untuk Kekayaan Intelektual yang bersifat 

komperhensif dan mencakup semua aspek, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. 

Pasal 2 - Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

itu merupakan bagian dari desain industri yang mendapatkan perlindungan. Yang 

dimana salah satunya dalam Pasal 3 itu menyebutkan sebagai berikut: 

“suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 

paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut: 

a. Telah dipertunjukan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di 

Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau 

b. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan 

tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.” 
 

Arti dari Pendesain dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 

2000 tentang Desain Industri, menyebutkan sebagai berikut: 

“Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri”. 

Sedangkan arti dari Desain Industri itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyebutkan sebagai 

berikut: 

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis 

atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga 

dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan 

dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan 

suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”. 

 

Maka dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri, menyebutkan sebagai berikut: 

“Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik 

Indonesia kepada Pendesaian atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 

melaksanakan hak tersebut”. 
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Hak Desain Industri merupakan hak milik eksklusif bagi pemegang haknya 

untuk mempertahankan, memonopoli dan menggunakan haknya. Pemegang hak desain 

industri juga mempunyai hak monopoli atau ekslusif, yang dimana artinya itu dia dapat 

mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa adanya persetujuannya 

membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau pun mengedarkan 

barang yang diberi hak desain industri, serta mempunyai kedudukan yang kuat sekali 

terhadap pihak lain. Jika apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap 

haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.17 

Dari isi Pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

diatas maka Desain Industri merupakan termasuk salah satu bagian dari kekayaan 

intelektual yang mempunyai ruang lingkup objek yang dilindunginya, karena 

melingkupi juga ilmu pengetahuan dan seni, begitu juga yang telah dijelaskan diatas 

mengenai bahwa Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

Republik Indonesia kepada Pendesaian atas hasil kreasinya untuk selama waktu 

tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain 

untuk melaksanakan hak tersebut. 

Pemegang hak desain industri itu memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan 

hak desain industri dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, 

memakai, menjual, mengekspor dan mengedarkan barang yang memliki hak desain 

industri. Namun demikian juga, pelaksanaan hak tersebut dikecualikan  terhadap 

pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang 

tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.18 

Pemegang hak desain industri itu yang mana selain pemegang hak itu sendiri 

                                                   
17 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di 

Indonesia), Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.242. 
18 Ibid,Abdul Kadir Muhammad, hlm.296 
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juga bisa mendapatkan hak tersebut dari pemegang hak dengan cara pengalihan hak, 

yang berdasarkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri bahwa “Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan, 

melalui :19 

a. Pewarisan 

b. Hibah 

c. Wasiat 

d. Perjanjian tertulis, atau 

e. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.” 

Kemudian dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri juga mengatakan sebagai berikut: 

“Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk nama dan 

identitasnya tetap dicantumkan di Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain 

Industri, serta Berita Resmi Desain Industri.” 

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak 

Desain Industri dalam kenyataanya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Hak 

Desain Industri yang terjadi terutama di Indonesia. Yang dimana dalam konteks desain 

industri ini, ketika terjadi perlanggaran-pelanggaran maka akan dilaksanakannya 

penyelesain sengketa untuk memberikan jalan dalam permasalahannya. Yang dimana 

arti sengketa itu sendiri dapat juga diartikan sebagai perselisihan antara para pihak 

dalam kaitannya dengan hak desain industri, yang ditimbulkan oleh adanya 

penggunaan hak desain industri oleh pihak yang lain tanpa adanya izin dari pemegang 

hak. 

                                                   
19 Haris, Sally, ibid, hlm.2 
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Penggunaan hak desain industri ini tanpa izin dapat berupa membuat, menjual, 

mengimpor, mengekspor dan bahkan mengedarkan desain industri yang sudah 

terdaftar. Dari hal tersebutlah akan muncul sengketa desain industri, baik dari aspek 

keperdataan maupun aspek kepidanaan. Sengketa di bidang desain industri ini di 

Indonesia tidak sedikit diusut melalui jalur hukum oleh pihak yang merasa telah 

dirugikan untuk mendapatkan penyelesaian dari sengketa desain industri yang di 

hadapinya karena para pihak yang dirugikan tidak memahami prosedur dari 

penyelesaian sengeketa yang timbul di bidang desain industri.20 

Disini saya mengambil kasus yang sekarang sedang terjadi yaitu kasus 

pengklaiman desain kaca helm antara PT. Inko Technical Indonesia dengan PT. Osbe 

Cemerlang Indonesia. 

Dalam kasusnya ini bahwa PT. Inko Technical Indonesia adalah pemegang hak 

desain industri kaca helm dengan Nomor Permohonan Desain Industri A00201803034 

kemudian telah didaftarkan dengan Nomor IDD000052732 yang dimana mendapatkan 

sertifikat pada 23 Oktober 2018. Kemudian PT. Osbe Cemerlang Indonesia 

mengajukan permohonan pendaftaran desain industri dengan Nomor Permohonan 

Desain Industri A00201803431 kemudian telah didaftarkan dengan Nomor 

IDD000054273 dan mendapatkan sertifikat pada tanggal 23 November 2018. 

PT. Inko Technical Indonesia telah membuat desain kaca helm dengan judul 

desain industri yaitu Kaca Google W1. Desain tersebut di desain dengan sedemikian 

rupanya untuk melindungi wajah konsumen atau pemakainya dari paparan sinar 

matahari, debu dan bahkan binatang-binatang kecil yang terbang dijalanan. Selain itu 

juga untuk membantu menjadi lebih fokus karena mata tidak terkena angin dan pada 

                                                   
20 Diakses melalui: 

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/39470/23936/> Pada tanggal 19    Oktober 

2020 Pukul 21:00 WIB 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/39470/23936/
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saat hujan karena mencegah air masuk dan menggangu pandangan orang yang 

berkendara. Yang dimana desain kaca helm Kaca Google W1 ini dari hasil produksi 

PT. Inko Technical Indonesia sejak tahun 2016 dan bahkan produk atau barang dari 

PT. Inko Technical Indonesia tersebut sudah beredar di pasaran atau diluar telah lama. 

Dalam hal ini PT. Inko Technical Indonesia merasa keberatan dengan 

pendaftaran desain industri kaca helm yang diajukan oleh PT. Osbe Cemerlang 

Indonesia dan PT. Inko Techincal Indonesia telah melaporkan atau telah membuat 

aduan mengenai pelanggara yang dilakukan oleh PT. Osbe Cermelang Indonesia. Yang 

mana karena desain industri kaca helm itu bukan desain industri yang baru yang telah 

terungkap dan telah ada sebelumnya, yaitu desain industri kaca helm PT. Osbe 

Cemerlang Indonesia tidak dapat didaftarkan dan harusnya dibatalkan oleh Pengadilan 

Niaga dan diikut sertakan oleh PT. Osbe Cemerlang Indonesia untuk memuat 

pembatalannya dalam berita resmi desain industri. 

Laporan yang di buat oleh PT. Inko Technical Indonesia mengenai kasus yang 

dilakukan oleh PT. Osbe Cermelang Indonesia telah di terima akan tetapi belum masuk 

ke dalam Pengadilan. Akan tetapi kasus tersebut masih dibicarakan secara Alternatif 

Penyelesaian Sengketa atau arbitrase dengan melakukan mediasi atau secara 

kekeluargaan dengan baik terlebih dahulu.21 Yang mana Penyelesaian Sengketa Desain 

Industri ini diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang 

Desain Industri menyatakan sebagai berikut: 

“mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga para pihak 

dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif 

penyelesaian sengketa.” 

                                                   
21 Wawancara dengan staf PT. Inko Technial Indonesia Ibu Teni, Pada Tanggal 23 Oktober 2020   

Pukul 10:00 WIB 
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Tujuan mendaftarkan hasil karya desain tersebut ke Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) ialah agar hasil karyanya tersebut dapat dilindungi 

sepenuhnya oleh hukum dan tidak akan terjadinya sengketa atau pelanggaran-

pelanggaran yang tidak diinginkan. Tentu saja dalam mendaftarkan suatu karya ke 

Dirjen Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan hak agar dilindungi hak miliknya 

tersebut butuh biaya administrasi dan butuh prosedur yang cukup lama, hal ini pun 

tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-undang Nomor 31 

Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

Bahkan penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pihak dari Dirjen 

Hak Kekayaan Intelektual yaitu Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H. selaku Kepala 

Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum dan LMK 

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

Kementerian Hukum dan HAM RI,22 mengenai kasus yang penulis teliti. Menurutnya 

memang sedang terjadi kasus yang sedang dilakukan penelitian oleh penulis itu dan 

bahwa kasus itu sedang berlangsung pada tahun 2020 dan kasus tersebut belum masuk 

pengadilan yang mana kasus tersebut yaitu antara PT. Inko Technical Indonesia dengan 

PT. Osbe Cemerlang Indonesia. Dalam kasus tersebut satu desain kaca helm itu 

terdapat dua sertifikat dan menurut Bapak Iqbal bisa saja diberikan sertifikat kepada 

PT. Osbe Cemerlang Indonesia kalau mungkin karena terdapat perbedaan sejak 

mengajukan suatu desain tersebut yang mana mungkin perbedaannya tersebut dalam 

bentuk ataupun konfigurasi. Akan tetapi PT. Inko Technical Indonesia merasa 

dirugikan dengan adanya kesamaan atau kemiripan atas desain kaca helm tersebut. 

                                                   
22 Wawancara salah satu pihak dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yaitu Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., 

M.H. selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum dan LMK 

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum 
dan HAM RI, Pada Tanggal 16 April 2021 Pukul 13:30 WIB 
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Mengenai penyelesaiannya sengketa dan solusinya menurut Bapak Iqbal itu 

penyelesaiannya kasus tersebut dengan menggunakan terlebih dahulu jalur Non 

Litigasi atau diluar pengadilan yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mana 

membuat dan mengajukan pembatalan desain tersebut atas kerugian yang 

dirasakannya dan bahkan apabila jalur tersebut tidak mencapai perdamaian antara 

kedua belah pihak itu maka untuk jalan terakhir penyelesaiannya yaitu dengan 

membawa kasus tersebut ke Pengadilan Niaga agar mendapatkan solusi yang baik 

bahkan perdamaian dan agar lebih jelas siapa pemilik pertama atas desain kaca helm 

tersebut.  

Dalam kasus yang penulis sedang diteliti ini penyelesaian sengketannya 

tersebut menggunakan terlebih dahulu jalur Non Litigasi atau jalur diluar pengadilan 

yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang mana dengan menjalankan mediasi 

dan sebagainya untuk mendapatkan solusi dan mencapai perdamaian antar kedua belah 

pihak. 

Dalam kasus yang telah sedikit penulis paparkan atau jelaskan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kurangnya perlindungan hukum mengenai desain industri tersebut. 

Seperti yang diketahui dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri yang mengatur bahwa : 

(1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak 

Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa 

persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, 

dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian yang wajar dari 

pemegang hak Desain Industri. 

 

Oleh karena itu juga mengapa hak desain pada kaca helm itu perlu didaftarkan 

agar haknya dapat dilindungi dari masyarakat-masyarakat yang tidak beritikad baik dan 

akan melanggar hak yang sudah ada pada desain industri tersebut. Seperti adanya, 
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pembajakan atau pengakuan bahwa desain tersebut itu miliknya dengan berupa warna, 

model atau bahkan bentuk dan sebagainya juga, namun dengan cara menggunakan 

judul desain industri yang berbeda atau hampir mirip tanpa adanya izin dari pemegang 

hak dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan keuntungan ekonomi tersendiri bagi 

pihak yang melakukan pelanggaran atau pengklaiman tersebut. Kasus ini pun sering 

terjadi di Indonesia bahkan terjadi dengan terang-terangan pelanggarannya di depan 

publik dan bahkan masih banyak kasus pengklaiman atau pembajakan dari desain. 

Menanggapi problematika kasus di atas yang terjadi mengenai isu hukum yang 

berpotensi pelanggaran dalam Hak Desain Industri pada karya Desain Helm Kaca dan 

adanya juga ketimpangan antara pengaturan dan apa yang terjadi dilapangan. 

Padahalnya Desain Industri itu merupakan suatu masalah hak yang serius yang 

seyogyanya harus dilindungi oleh pemerintah atau negara. Penulispun tertarik untuk 

meneliti lebih mendalam mengenai kasus tersebut, maka penulis berkeinginan untuk 

melakukan penelitian hukum berupa skripsi yang berjudul : 

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKET HAK DESAIN KACA HELM 

DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 

TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Kasus antara PT. Inko 

Technical Indonesia dengan PT. Osbe Cemerlang Indonesia di Tanggerang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Identifikasi Masalah atau Rumusan Masalah adalah suatu pertanyaan yang akan 

dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Identifikasi Masalah ini dibuat 

berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diidentifikasikan, 

berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik beberapa permasalahan diantaranya, 

yaitu : 

1. Bagaimana konsekuensi yang terjadi atas pelanggaran Pasal 9 Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ? 

2. Bagaimana persengketaan kasus hak desain kaca helm antara PT. Inko Techinical 

Indonesia dengan PT. Osbe cemerlang Indonesia ? 

3. Bagaimana upaya penyelesain sengketa hak desain kaca helm antara PT. Inko 

Technical Indonesia dengan PT. Osbe Cemerlang Indonesia dihubungkan dengan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui konsekuensi yang terjadi atas pelanggaran Pasal 9 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

2. Untuk mengetahui persengketaan kasus hak desain kaca helm antara PT. Inko 

Techinical Indonesia dengan PT. Osbe cemerlang Indonesia. 

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa hak desain kaca helm antara PT. 

Inko Technical Indonesia dengan PT. Osbe Cemerlang Indonesia dihubungkan 

dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khusunya Hukum Hak 

Kekayaan Intelektual dalam hal upaya penyelesaian sengketa terhadap hak 

desain atau jenis-jenis upaya penyelesaian sengketa. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pemegang Desain 

Industri mengenai upaya penyelesaian sengketa hak desain, dan kepada 

pemangku hukum atau pemerintah. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Dewasa ini perlindungan hukum bagi pemegang desain masih menjadi 

perbincangan yang monoton, hal ini juga diakibatkan karena masih banyaknya kasus 

pengklaiman desain yang terjadi di Indonesia dan karena masih banyak pendesain yang 

belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Maka dari itu 

manusia memerlukan hukum untuk mengatur ketertiban di antara masyarakat yang satu 

dengan masyarakat yang lainnya karena itu harus dibentuk aturan-aturan hukumnya 

yang berlaku. Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Republik Indonesia yang mana 

menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan suatu aturan-aturan hukum yang 

menyatakan bahwa: “memahami pancasila berarti menunjukkan kepada konteks 

historis yang lebih luas. Namun pada demikiannya ia tidak saja menghantarkan 

kebelakang tentang sejarah dan jug de tetapi juga jauh lebih mengarah kepada apa yang 
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harus dilakukan dimasa mendatang.”23 

Dari kutipan di atas sudah jelas menyatakan bahwa pancasila itu harus dijadikan 

sebagai dasar bagi kehidupan dimasa yang akan datang termasuk dalam hal 

pembentukan dan penegakan hukumnya. 

Butir pancasila yang berkaitan dengan HKI terdapat dalam butir kelima, yang 

menyatakan bahwa: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dari butir 

Pancasila tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia sangat menjujung 

tinggi rasa keadilan. Agar terpenuhinya rasa keadilan sosial tersebut maka harus 

adanya hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendapatkan keadilan itu. 

Sehingga negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum yang 

berlaku. Dalam hal Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: 

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan 

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyataan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan 

suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.” 

 

Dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945 itu terdapat kalimat yaitu 

memajukan kesejahteraan umum, yang mana ini berkaitan dengan tujuan dari negara 

yaitu negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ini adalah konsep pemerintahan 

ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan mengutamakan 

kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya itu.24 Selain dari kalimat yang 

                                                   

23 HR. Otje Salma dan Anton F. Susanto, Teoti Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan  Membuka kembali, 

Rafika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 158 
24 The editor Encylopedia Britannica, Negara kesejahteraan, diakses melalui: 

<http://www.britannica.com/topic/welfare-state>, Pada Tanggal 30 Oktober 2020 Pukul 20:00 
WIB. 

http://www.britannica.com/topic/welfare-state
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menunjukkan kesejahteraan umum, dalam Alinea ke 4 Undang-undang Dasar 1945 itu 

juga terdapat kalimat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, yang mana 

ketentuan ini dapat menjadi dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang beritikad baik. 

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang dicita-cita kan tersebut maka 

diperlukan adanya perlindungan hukum bagi hak ekonomi individu. Di Indonesia Pasal 

27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV dapat dijadikan sebagai dasar 

adanya jaminan bagi perlindungan hukum hak ekonomi individu, yang mana 

menyatakan bahwa: 

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 

Maka dari itu dalam penulisan skripsi ini penulis mengaplikasikan pada 

beberapa teori yang relevan dengan masalah atau kasus yang diangkat oleh penulis 

diantanya sebagai berikut : 

1. Teori Keadilan 

 

Teori Keadilan menurut pandangan Aristoteles tentang suatu keadilan itu 

bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. 

Spesifikasinya itu dapat dilihat dalam buku nicomachean ethics, dalam bukunya 

itu sepenuhnya ditujukan untuk keadilan yang mana berdasarkan filsafat hukum 

Aritoteles yang mana bahwa mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, 

“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.25 

Pada pokok padangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan 

tapi bukan persamarataan. Bahkan Aristoteles membedakan hak persamaannya 

sesuai dengan hak proposionalnya. Kesamaan hak ini dipandangan manusia 

                                                   
25 L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya   Paramita, , 

Jakarta. Hal. 11-12 
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sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah juga yang dapat dipahami bahwa 

semua orang atau setiap warga negara itu akan dihadapkan hukum yang sama. 

Kesamaan atas proposional ini memberikan setiap orang apa yang menjadi 

haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya tersebut. 

Lebih lanjut lagi bahwa keadilan menurut pandangan Aristoteles itu dibagi 

kedalam dua macam yaitu keadilan distributief dan keadilan commutatief. 

Keadilan distributif ini ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang 

menurut porsi prestasinya tersebut. Sedangkan keadilan commutatief ialah 

keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda- 

bedakan prestasinya dalam hal ini juga berkaitan dengan peranan tukar menukar 

barang dan jasa.26 Dari pembagian macam keadilan ini aritoteles pun 

mendapatkan banyak kontrovesi dan perdebatan yang terjadi. 

Bahwa juga Aritoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang 

terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan 

ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang 

menjadi haknya. 

Aline ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai makna 

juga mengenai keadilan yang mana makna keadilannya tersebut ialah harus 

mengembangkan sikap adil terhadap sesama, berani membela kebenaran dan 

keadilan bahkan cita keadilan tersebut mencerminkan hukum yang menjamin 

keadilan dalam hidup bermasyarakat, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh masyarakat yang mengutamakan perlakuan adil bagi seluruh rakyat 

Indonesia tanpa memandang ras, golongan dan agama.27 

                                                   
26 Diakes melalui: <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1795/5/138400162_file5.pdf> pada tanggal 

08 April 2021, Pukul 15:52 WIB. 
27 Laporan akhir Naskah akademik peraturan perundang-undangan rancangan undang-undang tentang Desain 

industri, diakses melalui: <https://bphn.go.id/data/documents/desain_industri.pdf> Pada tanggal 31 

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1795/5/138400162_file5.pdf
https://bphn.go.id/data/documents/desain_industri.pdf
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Selain itu juga teori keadilan menurut John Raws, mengemukakan bahwa 

keadilan ialah program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan 

haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yakni yang pertama memberikan 

hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas 

kebebasan yang sama bagi setiap orang, dan yang kedua mampu mengatur 

kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi 

keuntungan yang bersifat timbal balik. 

Dalam point ke-5 di Pancasila yang menyebutkan bahwa sebagai berikut: 

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam point tersebut 

bermakna bahwa harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Harus 

menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya. 

Maka dari itu penulis beranggapan bahwa, menurut teori keadilan dari 

Aritoteles pun bahwa setiap pendesain atau setiap orang yang mempunyai suatu 

karya harus diberikan hak dan kewajibannya dengan seadil-adilnya ataupun 

memberikan hak dan kewajibannya sesuai dengan porsi prestasinya sendiri tanpa 

adanya keadilan yang sepihak, dan bahkan saling menghargai hasil karya dari 

orang lain yang mana memiliki manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan sesama. 

2. Teori Tanggung Jawab 

 

Menurut Hans Kelsen dalam teori mengenai tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek yang 

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas segala suatu sanksi dalam hal ini 

perbuatannya yang bertentangan.28 Lebih lanjut juga Hans Kelsen menyatakan 

                                                   
Desember 2020 Pukul 21:50 WIB. 

28 Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori 

Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif 

Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, Hlm. 81 
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bahwa:29 

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut 

kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis 

lain dari kesalahan (culpa), walaupun juga tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi 

karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat, akibat 

yang membahayakan.” 
 

Hans Kelsen juga selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab itu 

terdiri dari sebagai berikut:30 

1. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri; 

2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu 

bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; 

3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang 

individu bertanggung jawab atas segala pelanggaran yang dilakukannya 

karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian bagi 

yang lain; 

4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu 

bertanggung jawab atas segala pelanggaran yang dilakukannya karena tidak 

sengaja dan tidak diperkirakan. 

Mengenai tanggung jawab dalam kamus hukum itu dapat juga diistilahkan 

sebagai liability dan responbility. Isitilah liability menunjukkan pada 

pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang 

dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan dengan istilah responbility 

menunjukkan pada pertanggungjawaban politik.31 Teori tanggung jawab ini lebih 

                                                   
29 Ibid, Hlm. 83 
30 Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa 

Media, Bandung, 2006, Hlm. 140. 
31 HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,Hlm. 337 
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menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan sehingga teori ini dimaknai dalam arti liability,32 sebagai 

suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung 

jawab secara hukum atas segala perbuatan tertentu bahwa dia dapat juga 

dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya itu yang mana bertentangan 

dengan hukum. 

Pertanggung jawaban secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa, sebagai berikut: 

“Tiap perbutan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya 

untuk mengganti kerugian tersebut.” 

Dan juga dalam Pasal 1366 KUHPerdata yakni menyatakan bahwa, sebagai 

berikut: 

“setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan 

perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian 

atau kesembronoannya.” 

Timbulnya pertanggung jawaban itu karena adanya suatu kewajiban atas 

kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Lahirnya pertanggung jawaban 

ini bukan hanya karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan akan 

tetapi juga karena suatu kesalahan. 

Maka dari itu penulis beranggapan bahwa telah dijelaskan diatas mengenai 

teori tanggung jawab ini, oleh karena itu seseorang harus bertanggung jawab 

secara hukum atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan 

                                                   
32 Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo 

Perss, Jakarta, Hlm.54. 
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terjadinya kerugian bagi pihak yang lain. 

3. Teori Perbuatan Melanggar atau Melawan Hukum 

 

Perbuatan melanggar atau melawan hukum ialah bahwa perbuatan itu 

mengakibatkan kegoncangan dalam rencana keseimbangan dari masyarakat. Dan 

bahkan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila perbuatan-perbuatan hukum 

dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan- 

peraturan kesusilaan, keagaman, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar 

(langsung).33 

Adapun yang menjadi unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini sesuai 

dengan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:34 

a. Adanya suatu perbuatan; 

b. Perbuatan tersebut melawan hukum; 

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 

d. Adanya kerugian bagi korban; 

e. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian. 

 

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata ini pada 

awalnya memang mengandung pengertian yang sempit. Baru sejak tahun 1919 

setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di Belanda (Putusan Hoge Raad 31 

Januari 1919, termuat dalam majalah “Nederlandsche Jurisprudentie” 1919-

101), istilah “onrechtmatigedaag” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga 

suatu perbuatan yang bertentang dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap 

pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.35 

                                                   
33 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, 

Bandung, 2000, Hlm.7. 
34 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, , Bandung, 2005, 

Hlm.10. 
35 Wirjono, Ibid, hlm.7 
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Penulis beranggapan bahwa, warga negara dapat mengajukan gugatannya 

ke pengadilan apabila mana mendapati kerugian dari suatu perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh seorang atau sekelompok warga negara lainnya maupun juga yang 

dilakukan oleh badan hukum dan penguasa/lembaga negara. Tanggung jawab 

negara atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah tersebut 

dikenal dengan onrechtmatige overheidsdaad. 

4. Teori Perlindungan Hukum 

 

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat 

sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Yang dimana 

perlindungan hukum yang bersifat Preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati 

dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan 

yang bersifat Represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, 

termasuk jugapenanganannya dilembaga peradilan.36 

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun 

yang bersifat repsresif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan kata 

lain juga perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu, 

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan, dan kedamaian. Suatu perlindungan juga dapat dikatakan 

perlindungan hukum apabila: 

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya; 

b. Jaminan kepastian hukum; 

c. Berkaitan dengan hak-hak warganya; 

                                                   
36 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987, Hlm.29. 
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d. Adanya sanksi hukuman bagi para pihak yang melanggarnya. 

Perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu sebagai berikut :37 

 

a) Perlindungan Hukum Preventif, yakni dimana bentuk dari perlindungan 

hukum kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitive. Sehingga dalam perlindungan hukum ini bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak 

pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk 

berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berikatan atau diminta 

pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. 

b) Perlindungan Hukum Represif, yakni dimana bentuk perlindungan hukum 

yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketanya. Di Indonesia 

terdapat juga berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan 

hukum yaitu: 

a) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum, untuk dimana 

menyelesaikan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai 

perbutan melawan hukum oleh Negara. 

b) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif, 

yang dimana dalam penangan perlindungan hukum bagi rakyat 

melalui instansi pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding 

tersebut menangani permintaan banding terhadap suatu tindakan 

pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikanoleh tindak pemerintah 

                                                   
37 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm.38. 
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yang lainnya. Lembaga ini juga berwenang untuk membatalkan suatu 

tindakan dari pemerintah tersebut. 

c) Badan-badan khusus yang terkait dan berwenang untuk 

menyelesaikan suatu sengketa. 

5. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

 

Terdapat beberapa teori yang mendasari perlunya suatu bentuk adanya 

perlindungan hukum HKI sebagai berikut: 

a. Teori Penghargaan (Reward Theory), Pencipta atau penemu yang 

menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus 

diberikan penghargaan atas hasil jerih payahnya dalam menghasilkan 

penemuan atau ciptaan. Dalam teori ini juga memiliki makna yang sangat 

mendalam berupa adanya pengakuan terhadap karya intelektual yang 

telah dihasilkan oleh seseorang sehingga inventor/pencipta atau 

pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-

upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual 

tersebut. 

b. Teori Recovery, Pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau 

penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya harus diberi 

kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. 

c. Teori Incentive, Teori ini menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik 

minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas 

penemuan, serta menghasilkan suatu yang baru, diperlukan juga 

adanya suatu incentive agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat 

terjadi lagi. 
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d.  Teori Resiko (Risk Theory) yang dikemukakan oleh Robert M. 

Sherwood, yaitu teori ini mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil 

karya yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain 

yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya 

sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk 

perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung 

risiko tersebut. 

Dalam hal ini peneliti menghubungkan dengan teori ini karena setiap 

pendesain harus mendapatkan perlindungan dan penghargaan atas suatu karyanya 

tersebut. 

Dari teori-teori di atas tersebut dapat dipahami bahwa dasar filosofi 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum 

alam yang menekankan pada faktor manusiadan penggunaan akal. Yang 

berdasarkan pada pemikiran tersebut Hak Kekayaan Intelektual diakui sebagai 

hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia.38 

Di samping dengan telah dijelaskannya teori-teori yang mendasari untuk 

perlindungan HKI atau teori yang relevan dengan masalah atau kasus yang 

diangkat oleh penulis tersebut terdapat juga asas-asas (prinsip hukum) hukum 

benda terhadap hak atas Desain Industri, asas-asas hukum yang mendasari hak ini 

sebagai berikut : 

1) Asas Publisitas, asas ini bermakna bahwa adanya hak tersebut 

didasarkan  pada pengumuman atau publikasi dimana masyarakat umum 

dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk hal itu hak atas Desain 

                                                   
38 Cita Citrawinda, dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri, Pusat 

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, 2001, Hlm.103. 
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Industri ini diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam 

Berita Resmi Negara. Hak Desain Industri ini menganut sistem 

pendaftaran konstitutif yang mana memiliki persamaan dengan hak paten. 

2) Asas Kemanunggalan (kesatuan), asas ini bermakna bahwa hak atas 

Desain Industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang 

utuh satu komponen desain. 

3) Asas Kebaruan, asas ini menjadi prinsip hukum yang juga perlu 

mendapatkan perhatian dalam perlindungan hak atas Desain Industri. 

Hanya desain yang benar-benar baru saja yang dapat diberikan hak untuk 

perlindungan Desain Industri. Ukuran atau kriteria dalam hal kebaruan itu 

adalah apabila Desain Industri yang akan didaftarkan itu tidak sama 

dengan Desain Industri yang telah ada sebelumnya. 

Dengan adanya pemikiran pribadi yang menghasilkan sehingga 

mendapatkan hak kepemilikannya secara alamiah (natural acquisition). Sebagai 

suatu sistem hukum modern, yang sesuai dengan pandangan H.L.A Hart tentang 

konsep hukum, yang dimana sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu 

sistem yang logis karena merupakan suatu perwujudan dari kehendak manusia 

sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. 

Dalam keadaan ini juga sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan sistem 

Hukum Positif yang dalam hal oprasionalisasi dan misinya mempunyai empat 

penunjang, yaitu sebagai berikut: 

1) Adanya aspek perintah; 

2) Mendukung aspek kewajiban yang melekat dalam norma hukum yang 

diberlakukannya; 

3) Adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa; 
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4) Mempunyai aspek kedaulatan dalam keberadaanya. 

Penulis beranggapan bahwa halnya warga Negara dapat mengajukan 

gugatan ke pengadilan apabila mendapati kerugian dari suatu perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok warga Negara lainnya maupun 

yang dilakukan oleh badan hukum dan penguasa/lembaga Negara. 

Tanggungjawab Negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

alat-alat pemerintah tersebut dikenal dengan onrechtmatige overheidsdaad. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa peraturan yang berkaitan 

dengan kasus atau permasalahan yang diangkatnya tersebut, sebagai berikut: 

1) Alinea 4 Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

2) Point ke-5 didalam Pancasila; 

3) Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang- 

undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 

5) Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdata. 

F. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan 

yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan 

untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu 

karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara 

sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. 

Metode penelitian hukum ini tidak terlepas dari metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Metode Penelitian 

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun Proposal Penelitian 

ini yaitu jenis yang bersifat Deskriptif Analistis. Adapun pengertian dari metode 

penelitian deskriptif adalah memberikan data seteliti mungkin tentang manusia 

atau gejala lainnya. Sedangkan pengertian dari penelitian analistis adalah 

mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menggambarkan 

suatu gejala tertentu atau menjelaskan yang diteliti secara lengkap sesuai temuan 

dilapangan untuk memecahkan masalah yang timbul.39 

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau 

memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai 

Kajian Hukum Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Desain Kaca Helm Antara PT. 

Inko Technical Indonesia Dengan PT. Osbe Cemerlang Indonesia Dihubungkan 

Dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, 

sehingga kesimpulan yang didapat akan memperjelas gambaran mengenai objek 

yang diteliti.40 

2. Metode Pendekatan 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis 

empiris. Yang mana penelitian yuridis empiris ini dimaksudkan dengan kata lain 

yang merupakan jenis penelitiam hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan 

penelitian secara lapangan, yang mengkaji langsung ketentuan hukum yang 

berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.41 

Dalam hal ini pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat 

sebagai norma atau das sollen, karena dalam membahas permasalahan penelitian 

                                                   
39 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hal. 10 
40 Ibid, Hlm.42 
41 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 15. 
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ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis,42 maupun 

hukum yang tidak tertulis43 atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder. Sedangkan pendekatan empiris adalah hukum sebagai kenyataan sosial, 

cultural atau das sein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang 

diperoleh dari lapangan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis empiris. yang 

mana memberikan kajian atau mengkaji ulang yang seharusnya mengenai apa 

yang menjadi rumusan masalah. Yang mana dalam Pasal 9 ini seharusnya hanya 

satu yang mempunyai atau memiliki sertifikat dari hasil karyanya tersebut, akan 

tetapi dalam kasus ini desain dari kaca helm tersebut dimiliki oleh dua orang dan 

melanggar akan dari Pasal 9 tersebut. 

3. Sumber Data dan Jenis Data 

 

A. Sumber Data 

Dalam sumber data penyusun menyesuaikan sumber data dengan 

objek penelitian yang telah ditemukan. Sumber data yang digunakan yaitu 

sumber data primer, sumber data sekunder dan Bahan Hukum Tersier. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari 

informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak 

terkait, yang mana hasil wawancara ini dapat digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang diteliti. Sumber data primer diperoleh 

dari staf perusahaan PT. Inko Technical Indonesia, Kantor 

                                                   
42 Hukum yang tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku umum dengan 

ancaman sanksi yang tegas. 
43 Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai 

pedoman hidup bermasyarakat. 
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Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah di 

Tanggerang. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang 

mendukung data primer dan penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan 

mengikat. Bahan ini berupa peraturan perundang-undangan 

(hukum positif Indonesia) yang meliputi, antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri; 

4) Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 

5) Point ke-5 dalam Pancasila; 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang 

memberikan penjelasan penjelasan dari bahan hukum 

primer. Adapun bahan berasal dari berbagai literature, 

buku kepustakaan, jurnal ilmiah dan bahkan pendapat para 

ahli yang berkaitan atau berhubungan dengan bahan hukum 

primer. 
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c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier ini merupakan bahan yang 

digunakan sebagai petunjuk teknis atau gambaran yang 

mana dijadikan sebagai rujukan informasi dari bahan 

hukum primer maupun dengan bahan hukum sekunder. 

Misalnya media online atau internet, kamus hukum, kamus 

besar bahasa Indonesia, dan sebagainya yang mana 

berkaitan dengan penelitian tersebut. 

B. Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data 

kualtitatif. Kualitatif merupakan jenis data yang diperoleh berdasarkan hasil 

dari observasi atau wawancara ke instansi terkait atas pertanyaan yang telah 

diajukan sebagai masalah yang dirumuskan dan sebagai tujuan dari 

perumusan masalahnya tersebut mengenai pelaksanaan ganti rugi dari 

akibat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

Selain itu, jenis data dikumpulkan dengan cara mengkaji peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, buku, literatur yang 

mana berkaitan dengan penelitian itu sendiri. 

Maka, jenis data yang digunakan peneliti dalam judul yang 

diangkatnya menggunakan teknik wawancara langsung ke pihak yang 

berkaitan tersebut. 

 

 

 

 



38 
 

 
 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas, maka peneliti akan 

menggunakan data sebagai berikut: 

a. Studi Lapangan 

 

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung 

pada obyek penelitian adalah dengan cara : 

1) Observasi (pengamatan) 

 

Observasi merupakan suatu alat pengumpul data yang 

biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang 

bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi 

di dalam kenyataan.44 

Observasi ini salah satu teknik pengumpulan yang dilakukan 

oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan 

tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku 

manusia ataupun sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam 

kenyataanya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap 

mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek. Untuk itu maka 

nantinya peneliti akan melakukan observasi kepada staf karyawan 

di PT. Inko Technical Indonesia, ke Pengadilan Niaga dan juga ke 

Kantor Pendaftaran Desain yaitu Kantor Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual (DJKI). 

 

                                                   
44 Ishaq, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,CV. Alfabeta, Bandung, 2017, 

Hlm.119. 



39 
 

 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua 

orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan. Pewawancara adalah pengumpul 

informasi.45 Dalam hal penelitian ini, peneliti melakukan 

wawancara dengan staf karyawan dari perusahaan yang 

bersangkutan, Pengadilan Niaga, dan Kantor Pendaftaran Desain 

yaitu Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 

selaku lembaga terkait. 

b. Studi Kepustakaan 

 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari 

buku- buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan 

dengan cara menginventariasasi dan mempelajari kedua bahan hukum 

tersebut. 

c. Studi Dokumentasi 

 

Studi Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh langsung dari 

tempat penelitian yang bersangkutan dengan meliputi: buku-buku yang 

relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter 

data yang relevan dengan penelitian tersebut.46 

Yaitu dengan mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan 

dalam permasalaan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam 

sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dari pembuktian 

suatu kejadiannya.47 

                                                   
45 Ibid, Hlm. 116. 
46 Riduawan, Metode & Teknik Penyusunan Tesis, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 105 

47 Ibid hlm. 148 
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5. Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini dengan 

menggunakan metode secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan 

mengambil kebenaran sebenarnya yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian 

secara langsung atau lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan- 

peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan 

Tinjauan Yuridis terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang desain, 

yang kemudian nantinya akan diuraikan secara sistematis menggunakan logika 

deduktif. 

6. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka untuk memperoleh data 

yang berkaitan dengan skripsi ini peneliti mengambil lokasi penelitian di 

Tanggerang tepatnya di Kantor Perusahaan yang berkaitan, Pengadilan Niaga, 

dan juga ke Kantor Pendaftaran Desain yaitu Kantor Direktorat Jenderal  

Kekayaan Intelektual (DJKI). 

1) Penelitian Lapangan 

a) PT. Inko Technical Indonesia, Kawasan Industri Millennium Estate 

2A Blok A14/1 No.1 Budi Mulya, Cikupa, Kab. Tanggerang 

Banten. 

b) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah, 

Jl. Daan Mogot Rd No.KM.24, Rt.002/Rw.013, Tanah Tinggi, 

Tanggerang, Tanggerang City, Banten, 15119. 

2) Penelitian Perpustakaan 

a) Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Garut, Jl. KH. Hasan Arif 

No.2 Des. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul, Garut, 44151. 
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b) Perputakaan Umum Garut, Jl. Rsu Dr. Slamet No.17, Sukakarya, 

Kec. Tarogong Kidul, Garut, 44151. 

c) Perpustakaan Desa Margawati, Jl. Margawati, Kp. Gugunungan 

Rt.04/Rw.17.Garut 
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